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This study aims to analyze prosecutorial discretion in the 

termination of prosecution based on restorative justice through an 

empirical approach integrating quantitative and qualitative 

methods. The study is motivated by the limitations of prior 

research, which has predominantly focused on normative 

perspectives and has not comprehensively explored how 

prosecutorial discretion operates in practice. A mixed methods 

design was employed, involving the analysis of 120 case records of 

prosecution termination and in-depth interviews with prosecutors 

as key informants. The findings reveal that discretionary decisions 

are predominantly applied to minor criminal offenses, with victim–

offender reconciliation emerging as the most significant 

determinant, followed by victim consent and the level of material 

loss. Furthermore, prosecutorial discretion is shaped by the 

interaction of legal, social, and institutional factors, which 

collectively influence context-based decision-making. These results 

demonstrate that prosecutorial discretion functions as an adaptive 

mechanism that integrates legal certainty with substantive justice, 

reflecting a paradigm shift from retributive to restorative 

approaches within the criminal justice system. The primary 

contribution of this study lies in the development of an empirical 

model of prosecutorial discretion based on three key dimensions, as 

well as in providing empirical evidence that advances legal 

scholarship beyond its traditional normative orientation. The 

findings also offer policy implications, highlighting the need for 

stronger regulatory frameworks, enhanced prosecutorial capacity 

in penal mediation, and robust accountability mechanisms to 

ensure consistent application of discretion.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan 

berbasis keadilan restoratif dengan pendekatan empiris yang mengintegrasikan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Studi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan penelitian sebelumnya 

yang cenderung bersifat normatif dan belum mengungkap secara komprehensif bagaimana 

diskresi jaksa dijalankan dalam praktik. Metode penelitian menggunakan desain mixed methods 

dengan analisis terhadap 120 kasus penghentian penuntutan serta wawancara mendalam dengan 

jaksa sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi 

didominasi pada perkara tindak pidana ringan, dengan faktor perdamaian antara korban dan 

pelaku sebagai determinan utama dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh dukungan korban 

dan nilai kerugian. Selain itu, praktik diskresi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum, 

sosial, dan institusional, yang membentuk keputusan penghentian penuntutan secara 

kontekstual. Temuan ini menegaskan bahwa diskresi jaksa berfungsi sebagai mekanisme adaptif 

yang mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus mencerminkan 

pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam sistem peradilan 
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pidana. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model empiris diskresi jaksa 

berbasis tiga dimensi utama serta penyediaan bukti empiris yang memperkaya kajian hukum 

yang selama ini didominasi pendekatan normatif. Implikasi penelitian ini menekankan 

pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jaksa dalam mediasi penal, serta 

pengembangan sistem pengawasan yang akuntabel untuk memastikan konsistensi dalam 

penggunaan diskresi. 

Kata Kunci: Diskresi Jaksa, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Mixed Methods, 

Sistem Peradilan Pidana. 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya transformasi fundamental dari 

paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif, partisipatif, dan berorientasi pada 

pemulihan. Pergeseran ini tidak hanya merefleksikan perubahan dalam filosofi pemidanaan, tetapi juga 

menunjukkan upaya sistem peradilan pidana untuk merespons kompleksitas konflik sosial yang tidak 

selalu dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme penghukuman formal. Dalam konteks ini, 

keadilan restoratif (restorative justice) berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan 

pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, dengan 

menekankan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi sosial sebagai instrumen penyelesaian konflik 

(Barocas et al., 2024; Nascimento et al., 2023). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan 

restoratif mampu meningkatkan kepuasan korban serta mengurangi tingkat residivisme dibandingkan 

pendekatan retributif konvensional (Daly, 2016; Sherman et al., 2020; Scholl & Townsend, 2024).  

Di Indonesia, institusionalisasi keadilan restoratif memperoleh legitimasi formal melalui (Peraturan 

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, 2020) tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memperluas ruang diskresi jaksa dalam menentukan 

kelanjutan perkara pidana, sekaligus menegaskan peran jaksa sebagai dominus litis yang memiliki 

kewenangan strategis dalam mengendalikan proses penuntutan. Dalam kerangka ini, jaksa tidak lagi 

diposisikan sebagai pelaksana hukum yang bersifat mekanistik, melainkan sebagai aktor yang 

memiliki otonomi terbatas dalam menafsirkan hukum secara kontekstual untuk mencapai keadilan 

substantif. Perspektif ini sejalan dengan kajian prosecutorial discretion yang menempatkan jaksa 

sebagai pengambil keputusan kunci dalam sistem peradilan pidana (Amaral et al., 2024; Gunderson, 

2022). 

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan 

restoratif di Indonesia menunjukkan dinamika yang tidak seragam. Variasi keputusan antarjaksa 

maupun antarwilayah menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan 

formal, seperti batasan ancaman pidana atau nilai kerugian, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual 

yang bersifat sosial, kultural, dan institusional (Jiao et al., 2025). Penelitian empiris menunjukkan 

bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh sikap korban, dukungan 

komunitas, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi (Agbonaye et 

al., 2024; Kitson-Boyce & Athwal-Kooner, 2024). Dalam konteks Indonesia, studi oleh (Fadhil, 2023) 



    
 
 

Diskresi Jaksa Berbasis Keadilan Restoratif... 

menemukan bahwa faktor budaya hukum dan pengalaman profesional jaksa memainkan peran penting 

dalam menentukan keberhasilan penghentian penuntutan berbasis restoratif. 

Fenomena meningkatnya penggunaan keadilan restoratif dalam berbagai jenis perkara pidana, seperti 

pencurian ringan, penganiayaan sederhana, dan konflik interpersonal, semakin menegaskan 

pentingnya memahami bagaimana diskresi jaksa bekerja dalam praktik (Le et al., 2025). Dalam 

perspektif teori diskresi, keputusan penghentian penuntutan merupakan bentuk prosecutorial 

discretion, yaitu kewenangan untuk memilih alternatif tindakan hukum berdasarkan pertimbangan 

kepentingan hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Drummond & Shammi, 2024; Soubise, 2025). 

Namun, dalam konteks keadilan restoratif, diskresi ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan 

pertimbangan multidimensional, termasuk kepentingan korban, kepentingan publik, dan peluang 

reintegrasi sosial pelaku (Peleg-Koriat, 2025).  

Studi terbaru dalam pendekatan socio-legal menekankan bahwa keputusan hukum tidak pernah 

sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan institusional di mana keputusan 

tersebut diambil (Gao & Lin, 2025; Marder & Forde, 2023). Di sisi lain, luasnya ruang diskresi 

tersebut juga membuka potensi terjadinya disparitas keputusan pada kasus dengan karakteristik yang 

serupa. Hal ini menjadi isu penting dalam konteks akuntabilitas dan konsistensi penegakan hukum. 

Penelitian (Zare et al., 2025) dan (O’Regan et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun mekanisme 

penghentian penuntutan berbasis restoratif telah diatur secara normatif, implementasinya masih sangat 

bergantung pada interpretasi subjektif jaksa terhadap kondisi sosial perkara. Temuan ini sejalan 

dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa variasi dalam prosecutorial decision-making 

sering kali dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti tekanan institusional, budaya organisasi, dan 

persepsi individu aparat penegak hukum (Dempsey et al., 2023). 

Kajian literatur di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai penghentian 

penuntutan berbasis keadilan restoratif masih didominasi oleh pendekatan normatif. Penelitian 

(Wahyudi et al., 2025) berfokus pada aspek politik hukum dan kelemahan regulasi, sementara 

(Arimuladi, 2024) menekankan keunggulan normatif pendekatan restoratif dibandingkan retributif. 

Penelitian (Simbolon et al., 2022) mengkaji implementasi kebijakan pada tingkat kelembagaan dengan 

menyoroti hambatan administratif dan struktural. Meskipun memberikan kontribusi penting, studi-

studi tersebut belum secara memadai menjelaskan bagaimana diskresi jaksa terbentuk dalam praktik 

berbasis data empiris yang sistematis. Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat keterbatasan signifikan 

dalam literatur yang ada, khususnya terkait dengan minimnya penelitian yang mengintegrasikan 

analisis kuantitatif terhadap pola keputusan dengan eksplorasi kualitatif terhadap pertimbangan 

subjektif jaksa. Padahal, praktik diskresi sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti 

jenis tindak pidana, nilai kerugian, sikap korban, tekanan sosial, serta faktor institusional seperti beban 

perkara dan kebijakan organisasi. Ketiadaan pemetaan empiris yang komprehensif menyebabkan 
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diskursus akademik masih didominasi oleh pendekatan normatif (das sollen), sehingga belum mampu 

menjelaskan secara memadai realitas praktik (das sein). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama. Pertama, 

kesenjangan empiris, yaitu terbatasnya studi yang memetakan pola nyata diskresi jaksa berdasarkan 

data kasus aktual. Kedua, kesenjangan metodologis, karena dominasi pendekatan normatif belum 

mampu menangkap kompleksitas hubungan antarvariabel dalam pengambilan keputusan diskresioner. 

Ketiga, kesenjangan substantif, yaitu belum teridentifikasinya secara sistematis faktor-faktor hukum 

dan non-hukum yang paling dominan dalam memengaruhi penghentian penuntutan berbasis keadilan 

restoratif. Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola diskresi 

jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif melalui pendekatan mixed methods 

pada kasus aktual. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi pola keputusan berdasarkan 

karakteristik perkara, menganalisis hubungan antarvariabel yang memengaruhi keputusan penghentian 

penuntutan, serta mengeksplorasi pertimbangan subjektif jaksa dalam menerapkan prinsip keadilan 

restoratif. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengungkap 

praktik diskresi jaksa secara empiris, yang selama ini masih jarang dilakukan dalam literatur hukum 

Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek normatif, penelitian ini 

mengembangkan model empiris diskresi jaksa berbasis interaksi antara faktor hukum, sosial, dan 

institusional. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

bagaimana keputusan diskresioner terbentuk dalam praktik. Secara teoretis, penelitian ini 

berkontribusi pada pengembangan kajian prosecutorial discretion, keadilan restoratif, dan pendekatan 

socio-legal dalam sistem hukum pidana. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi dasar bagi penguatan kebijakan dalam penggunaan diskresi jaksa, khususnya dalam 

penyusunan pedoman yang lebih terukur dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan 

sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan.. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Research Design 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential yang 

mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara bertahap untuk memperoleh pemahaman 

yang komprehensif mengenai diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif 

(Kurtaliqi et al., 2024). Tahap awal difokuskan pada analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi pola 

umum serta hubungan antar variabel yang memengaruhi keputusan jaksa, yang kemudian dilanjutkan 

dengan eksplorasi kualitatif guna menjelaskan secara mendalam alasan dan konteks di balik keputusan 

tersebut. Pendekatan ini berlandaskan paradigma pragmatis yang memandang bahwa fenomena hukum 
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harus dipahami melalui integrasi antara data empiris dan interpretasi kontekstual. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan statistik, tetapi juga mampu membangun pemahaman 

substantif mengenai praktik diskresi jaksa dalam situasi nyata, sekaligus menawarkan model analitis 

yang lebih adaptif terhadap dinamika sistem peradilan pidana modern. 

B. Research Sites and Participants 

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa wilayah yurisdiksi Kejaksaan Negeri yang memiliki tingkat 

implementasi keadilan restoratif yang relatif tinggi dan mencerminkan variasi praktik di Indonesia, 

yaitu Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Surabaya. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan intensitas kasus penghentian 

penuntutan berbasis restorative justice, keberagaman karakteristik perkara, serta ketersediaan akses 

data. Data penelitian terdiri atas dua jenis utama, yaitu data kuantitatif berupa 120 dokumen perkara 

penghentian penuntutan dalam periode 2022 hingga 2025, serta data kualitatif yang diperoleh dari 25 

informan kunci yang meliputi jaksa penuntut umum, korban, pelaku, praktisi hukum, dan akademisi. 

Teknik pemilihan informan dilakukan melalui purposive dan snowball sampling untuk memastikan 

bahwa partisipan yang terlibat memiliki pengalaman langsung dan relevansi terhadap fenomena yang 

diteliti, sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan realitas empiris secara mendalam dan 

representatif. 

C. Data Collection Techniques 

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik dokumentasi, wawancara mendalam, dan 

observasi partisipatif guna memperoleh data yang komprehensif dan berlapis. Dokumentasi dilakukan 

dengan menelaah berkas perkara, surat penghentian penuntutan, serta kebijakan internal yang 

berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif, sehingga memberikan dasar empiris yang kuat bagi 

analisis kuantitatif. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali 

pengalaman, pertimbangan, serta persepsi informan terhadap praktik diskresi jaksa, termasuk aspek 

hukum, sosial, dan institusional yang memengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, observasi 

partisipatif dilakukan dengan mengikuti proses mediasi penal dalam beberapa kasus, yang 

memungkinkan peneliti memahami secara langsung dinamika interaksi antara jaksa, korban, dan 

pelaku dalam konteks penyelesaian perkara. Kombinasi teknik ini tidak hanya menghasilkan data 

faktual, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap dimensi sosial dan kultural yang melekat dalam 

praktik keadilan restoratif. 

D. Research Variables and Operationalization 

Dalam mendukung analisis kuantitatif, penelitian ini menetapkan sejumlah variabel operasional yang 

dirancang untuk mengukur faktor-faktor yang memengaruhi diskresi jaksa secara sistematis. Variabel 

utama adalah keputusan diskresi jaksa, yang dioperasionalisasikan sebagai keputusan untuk 

menghentikan atau melanjutkan penuntutan. Variabel ini dianalisis bersama dengan variabel 
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independen yang meliputi status perdamaian antara korban dan pelaku, nilai kerugian yang 

ditimbulkan, tingkat dukungan korban terhadap penghentian perkara, serta tekanan institusional yang 

dihadapi oleh jaksa. Setiap variabel diukur menggunakan skala yang sesuai dengan karakteristiknya, 

sehingga memungkinkan analisis empiris yang akurat tanpa menghilangkan makna substantif dalam 

konteks hukum. 

Tabel 1. Variabel dan Operasionalisasi Penelitian 

Variabel Indikator Definisi Operasional Skala 

Diskresi Jaksa Keputusan perkara Penghentian atau pelanjutan penuntutan Nominal 

Perdamaian Status kesepakatan Ada atau tidaknya kesepakatan damai antara pihak Nominal 

Nilai Kerugian Jumlah kerugian Total kerugian materiil dalam perkara Rasio 

Dukungan Korban Tingkat persetujuan Persetujuan korban terhadap penghentian perkara Ordinal 

Tekanan Institusi Beban organisasi Pengaruh kebijakan atau target institusi terhadap 

jaksa 

Ordinal 

Sumber: Olahan Peneliti, 2026 

E. Data Analysis Techniques 

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan desain mixed methods yang digunakan. Pada 

tahap kuantitatif, analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan 

karakteristik data, serta analisis inferensial melalui regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang secara signifikan memengaruhi keputusan diskresi jaksa. Pendekatan ini memungkinkan 

pemahaman hubungan antar variabel secara empiris dan terukur. Pada tahap kualitatif, data dianalisis 

menggunakan pendekatan thematic analysis melalui proses pengkodean bertahap yang mencakup 

identifikasi tema, kategorisasi, serta pengembangan hubungan antar konsep. Analisis ini bertujuan 

untuk mengungkap makna yang lebih dalam terkait pertimbangan jaksa dalam konteks keadilan 

restoratif. Selanjutnya, integrasi data dilakukan melalui teknik joint display analysis, yang 

memungkinkan penggabungan hasil kuantitatif dan kualitatif dalam satu kerangka interpretasi yang 

komprehensif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang diteliti. 

F. Data Validation and Trustworthiness 

Validitas dan keandalan penelitian dijaga melalui berbagai strategi yang mengintegrasikan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai 

informan dan dokumen, sementara triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi dokumentasi, 

wawancara, dan observasi. Selain itu, member checking dilakukan untuk memastikan bahwa 

interpretasi data sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan. Dalam aspek kuantitatif, 

dilakukan pengujian model statistik untuk memastikan kelayakan dan konsistensi hasil analisis. 

Peneliti juga menerapkan audit trail untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara 

transparan, sehingga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas penelitian. Pendekatan ini 

memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga relevan secara 

praktis dalam memahami dinamika diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana. 
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Gambar 1 berikut menggambarkan integrasi faktor-faktor utama yang memengaruhi diskresi jaksa 

dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, yang dihasilkan dari sintesis pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. 

 

Gambar 1. Model Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. Sumber: 

Olahan Peneliti, 2026 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan 

berbasis keadilan restoratif memperlihatkan pola yang sistematis namun kontekstual, yang dipengaruhi 

oleh interaksi antara faktor hukum, sosial, dan institusional. Berdasarkan analisis terhadap 120 kasus, 

terlihat bahwa penerapan diskresi didominasi oleh perkara tindak pidana ringan, khususnya pencurian 

ringan, penganiayaan ringan, dan penipuan ringan. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan 

karakteristik perkara, tetapi juga menunjukkan adanya rasionalitas praktis dalam penggunaan diskresi 

untuk mengoptimalkan efisiensi sistem peradilan pidana.  

Tabel 2. Distribusi Kasus Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice 

Jenis Perkara Jumlah Persentase 

Pencurian ringan 45 37.5% 

Penganiayaan ringan 30 25.0% 

Penipuan ringan 20 16.7% 

Lainnya 25 20.8% 

Total 120 100% 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026 

Distribusi kasus sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pencurian ringan 

menempati proporsi tertinggi sebesar 37,5%, diikuti oleh penganiayaan ringan sebesar 25,0%, 

penipuan ringan sebesar 16,7%, dan kategori lainnya sebesar 20,8%. Pola ini mengindikasikan bahwa 

jaksa secara selektif menggunakan diskresi pada perkara dengan tingkat kerugian terbatas dan potensi 
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resolusi konflik yang tinggi melalui pendekatan non-litigasi. Visualisasi distribusi tersebut ditunjukkan 

pada Gambar 2, yang memperlihatkan kecenderungan dominasi perkara tertentu dalam praktik 

restorative justice. 

 

Gambar 2. Distribusi Kasus Restorative Justice. Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026 

Analisis inferensial menunjukkan bahwa variabel perdamaian antara korban dan pelaku merupakan 

determinan paling signifikan dalam keputusan penghentian penuntutan. Variabel ini diikuti oleh 

dukungan korban dan nilai kerugian sebagai faktor yang memperkuat legitimasi penggunaan diskresi. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan mediasi penal bukan sekadar faktor tambahan, 

melainkan menjadi fondasi utama dalam praktik keadilan restoratif. Hasil kualitatif memperdalam 

temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa jaksa dalam praktiknya beroperasi dalam ruang 

pertimbangan yang kompleks. Keputusan penghentian penuntutan tidak hanya didasarkan pada norma 

hukum formal, tetapi juga pada evaluasi terhadap hubungan sosial antara pelaku dan korban, potensi 

konflik lanjutan, serta dampak psikologis yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, diskresi jaksa 

berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan integrasi antara kepastian hukum dan 

keadilan substantif. 

Pembahasan  

Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa diskresi jaksa dalam konteks keadilan 

restoratif tidak dapat dipahami sebagai sekadar pelaksanaan kewenangan hukum, melainkan sebagai 

praktik sosial yang bersifat kontekstual dan adaptif. Dominannya peran perdamaian sebagai 

determinan utama menunjukkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana mulai bergeser dari 

pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial. 

Temuan ini sejalan dengan kerangka teoretis restorative justice yang menempatkan dialog dan 

rekonsiliasi sebagai inti dari penyelesaian konflik (Kirkwood, 2022; Mazzola, 2024), namun penelitian 

ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan secara 

empiris dalam praktik diskresi jaksa. 

Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menempatkan diskresi dalam kerangka normatif 

atau doktrinal, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan diskresi sangat dipengaruhi oleh 
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konteks sosial yang melingkupi perkara. Dalam kasus pencurian ringan, misalnya, penggunaan 

mediasi penal yang intensif menunjukkan bahwa jaksa berperan sebagai aktor yang tidak hanya 

menegakkan hukum, tetapi juga memfasilitasi rekonsiliasi sosial. Hal ini mengonfirmasi temuan 

(Ridwan Arifin et al., 2023) mengenai pentingnya dimensi relasional dalam keberhasilan keadilan 

restoratif, sekaligus memperluasnya dengan menunjukkan bahwa peran tersebut secara aktif dijalankan 

oleh jaksa dalam sistem peradilan Indonesia. Namun demikian, temuan penelitian ini juga 

menunjukkan adanya batasan dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya pada kasus yang 

melibatkan kerugian ekonomi atau pelanggaran kepercayaan, seperti penipuan ringan. Dalam konteks 

ini, diskresi jaksa cenderung lebih terbatas, yang menunjukkan bahwa tidak semua perkara memiliki 

tingkat “restorability” yang sama. Hal ini memperkuat argumen (Baron et al., 2026) bahwa 

keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada karakteristik konflik dan kesiapan para pihak, 

namun penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bagaimana pertimbangan 

tersebut diterjemahkan dalam keputusan diskresi oleh jaksa. 

Selain faktor sosial, pengaruh faktor institusional yang ditemukan dalam penelitian ini 

mengindikasikan bahwa diskresi jaksa tidak bersifat sepenuhnya otonom. Kebijakan internal, target 

kinerja, dan budaya organisasi turut membentuk kerangka pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan 

dengan perspektif socio-legal yang menekankan bahwa praktik hukum selalu dipengaruhi oleh struktur 

institusional (Cotterrell, 2023; Postu & Rusnac, 2024). Akan tetapi, penelitian ini memberikan 

kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat tidak langsung, yaitu sebagai 

konteks yang memperkuat atau membatasi ruang diskresi, bukan sebagai determinan utama. Secara 

teoretis, penelitian ini memperkuat konsep hukum sebagai “living system” yang adaptif terhadap 

dinamika sosial (Khan, 2024), dengan menunjukkan bahwa diskresi jaksa merupakan mekanisme 

konkret yang memungkinkan hukum berfungsi secara fleksibel dalam praktik.  

Dalam hal ini, diskresi tidak lagi dipandang sebagai potensi penyimpangan, tetapi sebagai instrumen 

strategis untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks yang kompleks. Penelitian ini 

menawarkan kontribusi konseptual melalui pengembangan model diskresi jaksa berbasis tiga dimensi 

utama, yaitu faktor hukum, faktor sosial, dan faktor institusional. Model ini menunjukkan bahwa 

keputusan penghentian penuntutan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara ketiga faktor 

tersebut, di mana tidak ada satu faktor pun yang bekerja secara dominan secara absolut. Dengan 

demikian, model ini memperluas pemahaman tentang diskresi dari sekadar kewenangan individual 

menjadi fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh berbagai variabel kontekstual.  

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, penelitian ini mengisi kesenjangan penting dalam 

kajian diskresi jaksa yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif. Dengan 

menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memengaruhi diskresi, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana faktor-faktor tersebut 

berinteraksi dalam praktik. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi 
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hukum berbasis empiris, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana di negara berkembang. 

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan 

wilayah penelitian yang terbatas dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Kedua, pendekatan 

kualitatif yang digunakan memiliki potensi subjektivitas, meskipun telah diminimalkan melalui 

triangulasi. Ketiga, desain penelitian yang bersifat cross-sectional belum mampu menangkap dinamika 

jangka panjang dari praktik diskresi. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan 

longitudinal guna memahami evolusi praktik diskresi dalam jangka panjang. Selain itu, perlu 

dilakukan perluasan konteks geografis serta integrasi pendekatan interdisipliner untuk menangkap 

kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan institusi dalam kerangka keadilan restoratif. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan 

restoratif merupakan praktik yang bersifat kontekstual dan multidimensional, yang terbentuk melalui 

interaksi antara faktor hukum, sosial, dan institusional. Temuan empiris mengindikasikan bahwa 

penerapan diskresi cenderung terfokus pada perkara tindak pidana ringan dengan tingkat kerugian 

terbatas, di mana potensi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban relatif tinggi. Dalam konteks 

ini, keberhasilan mediasi penal, yang ditandai dengan tercapainya perdamaian dan dukungan korban, 

menjadi determinan utama dalam legitimasi penghentian penuntutan. Penelitian ini mengungkap 

bahwa praktik diskresi jaksa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai implementasi norma hukum 

formal, melainkan sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan integrasi antara kepastian hukum 

dan keadilan substantif. Jaksa berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai 

fasilitator rekonsiliasi sosial, yang secara aktif mempertimbangkan dimensi relasional, psikologis, dan 

dampak sosial dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma 

dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana. 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan model empiris diskresi 

jaksa berbasis tiga dimensi utama yaitu hukum, sosial, dan institusional, yang menunjukkan bahwa 

keputusan penghentian penuntutan merupakan hasil dari interaksi dinamis antar faktor tersebut. Model 

ini memperluas pemahaman tentang diskresi sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat legalistik, 

tetapi juga sosial dan organisatoris. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur 

dengan menghadirkan bukti empiris berbasis pendekatan mixed methods, yang selama ini masih 

terbatas dalam kajian diskresi jaksa. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada 

cakupan wilayah dan sifat data yang bersifat cross-sectional, sehingga belum sepenuhnya menangkap 

dinamika jangka panjang praktik diskresi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mengadopsi pendekatan longitudinal serta memperluas konteks geografis guna memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih 
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jelas diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap konsisten, akuntabel, dan selaras 

dengan prinsip keadilan restoratif. 
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